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RILIS DKPP
SABTU § DESEMBER 2020,
DKPP AKAN SIDANGKAN DUA PERKARA DI GORONTALO

Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar
sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk
dua perkara di Kota Gorontalo. Sabtu (5/12/2020) pukul 09.00 WITA. Dua perkara itu
adalah perkara nomor 168-PKE-DKPP/XI1/2020 dan 168-PKE-DKPP/X1/2020.

Perkara 168-PKE-DKPP/X1/2020 diadukan oleh empat orang, yaitu Robin Bilondatu,
Anton Abdullah, Paris Djafar, dan Budiyanto Biya. Dengan memberi kuasa kepada
Susanto Kadir, keempat nama tersebut mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU

Kabupaten Gorontalo, yaitu Rasyid, Sayiu, Kadir Mertosono, Ruzli ZB. Utiarahman, Rivon
Umar, dan Rasid Patamani.

Para Teradu diadukan atas dugaan tidak menindaklanjut rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Gorontalo sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 ayat (2)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Para Teradu juga mengeluarkan sebuah
keputusan tertanggal 17 Oktober 2020 yang isinya menolak Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Gorontalo.

Sementara perkara 169-PKE-DKPP/X1/2020 diadukan oleh dua orang, yaitu Bupati
Gorontalo, Nelson Pomalingo. dan Hendra S. Hemeto. Keduanya memberikan kuasa
kepada Rio Potale, Febriyan Potale, Suslianto, dan Moh. Rivky Mohi.

Perkara ini akan memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo
sebagal Teradu, yaitu Wahyuddin M. Akili, Moh. Fadjri Arsyad, dan Aleksander Kaaba.
Ketga Teradu ini didalilkan telah bertindak tidak berdasar SOP saat meregistrasi laporan
yang haak memenuhi syarat formil dan membuat rekomendasi yang tidak dapat
Jiaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo.

Selan tu para Pengadu juga mendalilkan para Teradu tidak menghargai dan

Tenghormal sesama penyelenggara pemilu dengan memberi sanksi KPU Kabupaten
Sorortaie namun thdak berdasar fakla yang sebenamya.

Sevum wetertuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019
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